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ABSTRAK

Tujuan ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan Surat Keterangan Tanah sesuai dengan
Investarisasi Nasional yang berlaku dan bagaimana status hukum dan proses pendaftaran
tanah dalam Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA ) di Provinsi Kalimantan Tengah dan
Surat Keterangan Tanah ( SKT ) di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan,
disesuaikan dengan Investarisasi dan Pengeluaran dengan admninistrasi dan kewenangan
daripada pembentukan tersebut dilakukan.

Menurut hasil Penelitian ini, ditinjau dari Studi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 13 Tahun 2009 jo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di
Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama,
Kedudukan Surat Keterangan Tanah Adat tidak sesuai dengan Investarisasi secara Nasional,
Kedua, Strategi daripada status hukum dan proses pendaftaran Tanah dari Surat
Keterangan Tanah Adat ( SKTA ) dan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) di wilayah
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan:

a. Kedudukan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dikeluarkan oleh
Damang Kepala Adat yang memiliki kewenangan dalam
pengadministrasian dan pengeluaran SKTA berdasarkan Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat
dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah,
sebagaimana telah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
4 Tahun 2012 tidak sinkron kedudukannya bila dibandingkan dengan
investarisasi tanah dan pendaftaran tanah secara nasional sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang
Pendaftaran Tanah.

b. status hukumnya sudah sesuai dan sama dengan ketentuan-ketentuan hukum
nasional yang berlaku, hanya saja SKTA yang dikeluarkan olenh Damang
Kepala Adat kewenangannya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13
Tahun 2009 jo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat
di Atas Tanah Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan SKT di Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan, dikeluarkan melalui Kepala Desa dimana
pengadministrasinya berbeda pada tanda tangan yang dikeluar dalam SKT.

Dengan mempertimbangkan, berdasarkan Investarisasi Nasional tentu dalam kedudukan
dan status hukum Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA ) dan Surat Keterangan Tanah
( SKT ) memiliki bentuk dan tahhapannya masing-masing. Dengan mengedepankan
kebutuhan daripada Investarisasi.

Kata Kunci: Kedudukan, Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA ), Hak Atas Tanah.



RINGKASAN
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Kedudukan Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA ) Sebagai Tanda Penguasaan Hak Atas
Tanah ( Studi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 jo Nomor 4
Tahun 2012 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan
Tengah. Merupakan Peraturan mengenai Investarisasi Tanah yang dikeluarkan oleh
damang atau Kepala Adat dengan wewenang dan kedudukannya.

Namun, dalam perbandingan dengan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) yang ada di
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dalam hal pengadministrasian sangat jauh berbeda
dengan apa yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 jo
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tana Adat dan Hak-Hak Adatdi Atas Tanah di Provinsi
Kalimantan Tengah, dengan melalui damang adat, sedangkan dalam Surat Keterangan
Tanah ( SKT ) di Kabupaten Banjar menggunakan Kepala Desa sebagai bentuk dalam
Investarisasi Tanah.

Tujuan Penelitaian ini untuk mengetahhui bagaimana Kedudukan, Status Hukum, dan
Investarisasi secara Nasional dengan menempatakan Peraturan Gubernur dan Pengeluaran
yang dilakuakn sesuai dengan Investarisasi baik itu Surat Keterangan Tanah ( SKT ) atau
Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA ), oleh karena itu dilakukan penelitian normatif
dengan melihat Peraturan dan Sumber yang ada, baik secara daerah maupun dalam skala
Nasional.

Peranan dalam wewenang dan kebijakan dalam hal demikian sangat diperlukan, meingat
dalam penelitian ini meneliti bagaiamana keberlakukan dengan perimbangan Peraturan
tersebut diberlakukan. Aspek dan Komponen yang menjadi tujuan utama daripada
penelitian ini terhadap Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA ) di wilayah Kalimantan
Tengah dan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
menjadi penelitian terhadap Pemberlakuan Kedudukan , Status Hukum dengan meninjau
dari Administrasi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA )
dam Surat Keterangan Tanah ( SKT ) memiliki kedudukan dan status hukumnya ditinjau
dari pengeluaran melalu administrasi setiap wilayahnya.
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